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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBERIAN INSENTIF DAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANYUWANGI, 
 

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor 

pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung 

penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi 

pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta 

meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal 

diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim 

usaha yang mendukung penanam modal untuk 

menambahkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi melalui 

pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman 

modal; 

  c. bahwa penanaman modal merupakan salah satu unsur 

penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing 

Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman 

modal dapat meningkat; 

  d. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman 

modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi agar terwujud 

peningkatan pendapatan masyarakat, dapat menyerap 

tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik dan 

mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sehingga 

dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi; 

  e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka 

dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal; 

  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif 

dan Penyelenggaraan Penanaman Modal; 
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Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

  4. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3502); 

  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4866); 

  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 
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  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 

  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068); 

  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 

Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132); 

  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah dibuah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

  16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

  17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah 

dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 

2007  Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4761); 
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  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5305); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 

Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5688) sebagaimana diubah  dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873); 

  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 

2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan 

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5783); 

  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215); 

  25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi 

di Daerah Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330); 

  26. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 

  27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  87  Tahun  

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  24 Tahun 2006 

Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 
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  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan 

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

930); 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; 

  32. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 16); 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 17); 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 2/C); 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 3/C); 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banyuwangi 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2012, Nomor 9/E); 

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha 

Mikro Di Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6 - 1). 

 
 Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN 

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL. 

 

 

 

 

 

 

 


